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LEMBARAN  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR : 8                                    2013                                     SERI :  C                                   

 
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI 

NOMOR 08 TAHUN  2013 
TENTANG 

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN 
AKTA CATATAN SIPIL  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BEKASI, 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu 
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 
Catatan Sipil, maka pembayaran atas jasa pelayanan 
yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi 
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan 
kemampuan masyarakat Kota Bekasi; 

b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Peraturan Daerah 02 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah 02 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan, perlu 
disempurnakan dan disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 110 huruf c Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, penyelenggaraan  penggantian biaya 
cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil 
dikategorikan sebagai salah satu jenis retribusi jasa 
umum; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka dalam 
rangka  penyesuaian  perlu ditetapkan kembali Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3019); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3289); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indoesia  
Tahun 1992 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3437); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4235); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 
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8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retrtibusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor  2 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5179); 

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 
2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis 
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;  

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapam 
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan Secara Nasional; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan 
Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain; 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 
tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, 
Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk 
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 
tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, 
Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk 
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional 
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011              
Nomor 55); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 
tentang Pedoman Administrasi Kelurahan; 

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 
tentang Pedoman Administrasi Kecamatan; 

27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor  4  Seri A); 

28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6     
Seri E); 

29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan  Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012  tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri E); 

30  Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan          
Dewan      Perwakilan     Rakyat     Daerah Kota Bekasi    
Nomor  188.342/Kep.24-Huk/I/2013         tentang       Persetujuan   

                              174.2/03/DPRD/ 2013 

 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi 
Peraturan Daerah  Kota Bekasi; 

 


